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PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 15.A TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

bahwa dalam rangka penanganan keadaan darurat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi terkait
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dipandang perlu
menetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVIDE-19)
di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007  tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



Memperhatikan

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4829);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Esease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);



2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.160-
BPBD/I11/2020 tentang Siaga Darurat Bencana Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;

3. Berita Acara Hasil Rapat Nomor 900/203-SETDA.Barjas
terkait Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka
Penanganan Keadaaan Darurat Penanganan Corona Virus
Desease 2019 (COVID 19).

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai Penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan
oleh pihak yang berwenang.

Keadaan tertentu adalah suatu keadaaan dimana status Keadaan Darurat
bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah
berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih
diperlukan tindakan guna mengurangi resiko bencana dan dampak yang
lebih luas.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



10.

11.

12

13.

14.

15.

Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang
Kewenangan Penggunaan Anggaran Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat
KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian Kewenangan
Pengguna Anggaran dalam Melaksanakan Sebagian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang
diberi Kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil Keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja
Daerah.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi
keadaan darurat.

Swakelola dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat yang selanjutnya
disebut Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat
yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan/atau
melibatkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, peran serta/
partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat,
dan/atau Pelaku Usaha.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian,
inspektorat utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga
pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga
negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern
pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



16. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

17. Pelaku Pengadaan adalah pelaku pengadaan yang diatur dalam Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan keadaan Darurat.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah merupakan pedoman
khusus dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

BAB 111
CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dilakukan sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan
kebutuhan barang/jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

b. PPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagai
berikut :

1. menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa
sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog
Elektronik (e-Catalog). Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun
harga perkiraannya belum dapat ditentukan.

2. untuk pengadaan barang :

a) menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia;

b) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;

c) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran
dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima
(termin atau seluruhnya).



3. untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi :

a) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

b) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;

c) menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara
Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

d) melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat
dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin
atau seluruhnya).

4. untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi
diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.

C. Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
juga dapat dilaksanakan dengan swakelola;

d. para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan
dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja
dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa ini.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 4

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam keadaan
darurat dilaksanakan sesuai ketentuan, PPK mengajukan permohonan
pendampingan dalam rangka pengawasan kepada APIP atau Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagian Kedua
Pelayanan Hukum

Pasal 5

(1) Pelayanan hukum berupa pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan
hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam bidang
Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kota.

(3) Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Advokat.



(4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam
hal Pelaku Pengadaan tertangkap tangan.

(5) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Pelaku Pengadaan kecuali Penyedia.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Maret 2020

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 15.A SERI E






